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WALIKOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG |
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
'~ PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa unmk meningkatkan  kompetensi
Aparatur Sipil Negara [ASN] di lingkungan
Femerintah Kota Medan dalam melaksanakan
tugas dan fungsi serta untuk menjamin
terciptanya pelayanan publik yang prima bagi
seluruh stakeholder;

b. bahwa pengembangan kompetensi
merupakan upaya untuk pemenuhan
kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil
Negara dengan standar kompetensi
jabatan dan rencana pen gembangan
karier; '

¢. bahwa perlu adanya pavung hukum
untuk menjadi dasar pengembangan
kompetensi Aparatur Siptl Negara di
lingkungan Pemerintah Kota Medan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a. huruf b, dan huruf e,
perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang
Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil
Negara Pada Pemerintah Kotz Medan:

Mengingat i. Undang-Undang Nomor
rentang Pembentukan Daerah I
nota Besar Dalam Lingkungan Daerah Proy

oVine
ik
>umatera U'tars
<. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 teniaAng
L] Jrap— = e, i -
Aparatur sipldl Negars LEMmbaran MNegarg

SCpunilk Indonesia Tahum 2014 Nomar £

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 3484;

JI, Kapten Maulana Lubls Mo, 2 Medan - 20112 Telp : 061-4512412, Fax : OB1-4820T82Z - OB1-28THZZE
Emall : sekretarist@pemkomedan.go.id
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587], sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573]; :

Peraturan Pemerintah Nemor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Momeor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
MNomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477

. Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai
Pemernintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik [ndonesta
Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6264):

. Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 11

Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan
Sumber Dava Manusia Aparatur Berbasis
Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

. Peraturan Kepala Badan hepegewaian Negara

Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan Pengembangan
Pegawal Negen Sipil (Berita Negara Republhk
indonesiz Tahun 2013 Nomor 1217

FPeraTuran hepala Lembags Admuimistras hegara
smor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangar

normretenw Pegawge Negen Sipnl (Berita Negara

el
ey Indonegs Teshon 2018 Noemor 112
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9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor B
Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan
Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara [Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2019 Nomor 556);

10. Peraturan Daerah Rota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Da=rah Koma Medan (Lembaran Daerah hota
Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3);

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KOTA
MEDAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

£ L bd =

=

Daerah adalah Kota Medan

Wali Kota adalah Wali kota Medan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
Aparatur Sipil Negara, vang selanjutnyva disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemeriniah
dengan perjanjian kerja vang bekerja pada instansi pemenntah.
Pegawai Aparatur Sipil Negara. vang selanjutnva disebu:
Pegawai ASN adalah pegawal negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yvang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyva disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawal aparatur sipil
negara secara tetap oleh pejabat pembima kepegawaian
untuk menduduld jabatan pemenntahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang selanjutnva
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia vang memenuhi
svarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan,
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Sistern Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kote
Medan adalah rangkaian informasi dan data pegawal vang
disusun secara sistematik, menyveluruh, dan terintegrasi
dengan berbasis teknologi yang berfungsi menjalankan bisnis
dan menghasilkan informasi vang berguna dalam pelaksanaan
manajemen kepegawaian,

Jabatan adalah kedudukan yvang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secrang
PNS dalam suatu satuan organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggl yvang selanjutnya disingkat
JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

Jabatan Fungsional vang selanjurnya disingkat JF
adalah sekelompok Jabatan vang berisi fungsi dan
rugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan
silkkap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan
tugas jabatannya.

Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnva
disebut Pengembangan Kompetensi adalah upava
untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan
standar kompetensi Jabatan dan renCcAna
pengembangan karier.

nompetens: Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
can sikap, penlaku vang dapat diaman, diukur, dan
dikembangkan vang spesifik berkaitan dengan bidang
teknus Jabatan.

hompetens: Manajenal adalah pengetahuan,
seterampilan, dan sikap, penlaku vang dapat diamaun,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan, atay
mengelola unit organisasi.

rRompetens: Spsial Kultural adalah pengetahuan,
kererampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteralksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan
prinsip, vang harus dipenuhi oleh setiap pemegang
jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan
peran, fungsi dan Jabatan,

- Smandar HRompetensi Jabatan adalah deskripsi

pengetahuan. keterampilan dan perilaku  vang
diperiukan segrang PNS dalam melaksanakan rugas

| | -
o e -
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Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat vang
mempunyal kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawal aparatur
sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil
negara diinstansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Wali
Kota,

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan, dalam hal
ini1 Sekretaris Daerah.

Kencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen
perencanaan FPengembangan Kompetensi vang
ditetapkan oleh Wali Kota untuk 1 (satu) tahun
anggaran benkutnyva.

Profil PNS adalah kumpulan informasi kepegawaian
dari setiap PNS.

Profil Kompetensi PNS adalah informasi mengenai
kompetensi PNS yang termuat dalam Profil PNS.

Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi adalah
tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan
sebagai hasil perbandingan profil kompetensi PNS
dengan standar kompetensi Jabatan yang diduduki
dan/atau vang akan diduduki.

Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja adalah
tingkat kesenjangan tertentu vang digambarkan
sebagai hasil perbandingan kinerja PNS dengan target
kinerja pada Jabatan wang diduduki pada periode
penilaian kinerja tahun sebelumnya.

Uji Kompetensi adalah penilaian yvang dilakukan oleh
assesor internal pemerintah atau bekerja sama dengan
assesor independen terhadap PNS yang mencakup
pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dalam
rangka menyediakan informasi mengenai kemampuan
PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.

Ukuran Kinerja Jabatan adalah ulkuran kuantitas,
kualitas, waktu penyelesaian, dan/atau biayva yang
dibutuhkan untuk menghasilkan hasil kerja (outpuf).
Target Kinerja Jabatan adalah suatu ukuran kinerja
Jabatan yang  Tharus dipenuhi seorang PNS
berdasarkan informasi Ukuran Kinerja Jabatan pada
Standar Kompetensi Jabatan.
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28. Penilaian Kinerja PNS adalah penilaian yang dilakukan
oleh atasan langsung atau pejabat yvang ditentukan
oleh Sekretaris Daerah terhadap target, capaian, hasil,
dan manfaat yvang dicapal serta perilaku PNS yang
ditunjukkan selama masa penilaian kinerja dengan
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat
unit atau organisasi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

29, Atasan Langsung PNS adalah pejabat yang karena
jabatannya berkedudukan lebih tnggl dan mempunyai
wewenang langsung — terhadap bawahan  vang
dipimpinnva.

30. Mansjemen Talenta adalah pengelolaan terhadap
kelompok rencana suksesi untuk mengisi suatu
Jabatan tertentu yvang akan didudulki.

31. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah
satuan waktu pembelajaran vang ditetapkan oleh
Lembaga Administrasi Negara.

32. Instansi Teknis adalah Instansi Pemerintah vang
bertanggung jawab atas pembinaan pelatihan teknis
sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang
bersangkutan dalam mengelola dan mengerjakan
suatu bidang tugas teknis tertentu berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

33. Instansi Pembina Jabatan  Fungsional yang
selanjutnya disebut Instansi Pembina JF adalah
Instansi Pemerintah vang bertugas membina suatu JF
berdasarkan peraturan perundang- undangan.

34. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur
adalah rangkaian informasi dan data mengenai
Pengembangan Kompetensi yang disusun secara
sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan
berbasis teknologi.

35. Lembaga Administrasi Negara vang selanjuinva
disingkat LAN adalah lembaga pemerintah
nonikementerian vang diberi kewenangan melakukan
pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur
sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-
undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil
MNegara.

Pasgal 2

Pengembangan Kompetensi dilalkukan melalui tahapan:

a. Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan
Kompetensi;

b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan

c. evaluasi Pengembangan Kompetensi.
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Pasal 3

Setiap PNS dan PPPK memiliki hak dan kesempatan yang
sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi
dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan
penilaian Kompetensi PNS dan PPPK yang bersangkutan.

Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan
Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun
untuk PNS, dan maksimal 24 (dua puluh empat) JP
dalam setahun untuk FPPK.

Ketentuan  lebih lanjut tentang pengembangan
kompetensi bagi PFFK diatur pada peraturan perundang-

undangan.

BAB II
PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN RENCANA

PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 4

Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan
Kompetensi pada Pemerintah Kota Medan dilaksanakan
oleh Sekretaris Daerah.

Kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi
pelaksanaannya oleh Wali Kota untuk jangka waktu 1
{satu) tahun,

Pembiayaan atas pelaksanaan dan evaluasi
sebagaimana pada ayat (2] tercantum dalam rerncana
kerja anggaran tahunan Pemerintah Kota Medan.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan

Kompetensi Pemerintah Kota Medan dilaksanakan

melalui tahapan:

a. Inventarisasi jenis Kompetensi vyang perlu
dikembangkan dari setiap PNS:

b. verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi;
dan

c. validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan
Kompetensi.

Kebutuhan dan Rencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
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Pasal 6

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayvat (1) hurmaf a merupakan kegiatan untuk
mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi
bag setiap PNS dalam organisasi.

Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
memerlukan paling sedilat:

a. Profil PNS;

b. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi; dan
c. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja.

Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan

memperhatikan:

a. dokumen peréncanaan 2 (lima) tahunan
Pemerintah Kota Medan; dan

b. Standar Kompetensi.Jabatan.

Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
menghasilkan  jenis Kompetensi yang periu
dikembangkan dan jalur Pengembangan Kompetensi.

Pasal 7

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (2)
huruf a merupakan kumpulan informmasi kepegawaian dari
setiap PNS yang terdiri atas:

Weoanoe

{1

(2]

data personal,;

kualifikasi;

rekam jejak Jabatan;

Kompetensi;

riwayat Pengembangan Kompetensi;
riwayat hasil penilaian kinerja; dan
informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 8

Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b
dilakukan dengan membandingkan Profil Kompetensi
PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan yang sedang
diduduki dan yang akan diduduki.

Profil Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperoleh melalui Uji Kompetensi vang
dilakukan oleh assessor internal pemerintah atau
bekerjasama dengan assessor independen atau
menggunakan metode penilaian Kompetensi dalam
bentuk dialog atasan bawahan yang dimasukkan ke
dalam Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi
Aparatur.
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Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
bentuk penilaian yang dilakukan oleh Atasan
Langsung PNS untuk mengukur Kompetensi sebagai
informasi mengenai kemampuan PNS dalam
melaksanakan tugas Jabatan.

Pasal 9

Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b

mencakup informasi tingkat kesenjangan pada tap

nama Kompetensi dengan kualifikasi:

a. bdak ada kesenjangan, apabila hasil perbandingan
nama Kompetensi dengan Standar Kompetensi
Jabatan memenuhi seluruh indikator perilaku;

b. rendah, apabila hasil perbandingan nama
Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan
paling rendah 3/4 (tiga per empat) dari seluruh
indikator perilaku;

c. sedang, apabila hasil perbandingan nama
Kompetensi dengan standar kompetensi jabatan
paling rendah 1/2 (satu per dua) dan indikator
perilaku; atau

d. tinggi, apabila hasil perbandingan namea
Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan
kurang dari 1/2 (satu per dua) dari indikator
perilaku,

Nama Kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan, dan
indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan,

Pasal 10

Data Hasil Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 6 ayat (2) huruf ¢ diperoleh dengan membandingkan
hasil penilaian kinerja PNS dengan target kinerja Jabatan
vang didudulki.

Pasal 11

Data Hasil Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 mencakup informasi dengan kualifikasi:

a.

tidak ada kesenjangan, apabila hasil penilaian kinerja
PNS paling rendah memperoleh nilai 91 (sembilan puluh
satu);

rendah, apabila hasil penilaian kinerja PNS memperoleh
nilai antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan
90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan};
sedang, apabila hasil penilaian kinerja PNS memperoleh
nilai antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75, 99
(tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan); atau
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tinggi, apabila hasil penilaian kinerja PNS memperoleh
nilai kurang dari 61 (enam puluh satu).

Pasal 12

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap FNS yang
dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pengembangan
Kompetensi Aparatur.

Atasan Langsung FPNS3 memberikan pertimbangan
terhadap inventarisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan secara berjenjang sesual dengan
susunan dan kedudukan unit kerja pada Pemerintah
Kota Medan.

Pimpinan perangkat daerah setingkat JPFT Pratama
memberikan pertimbangan akhir terhadap inventarisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2].

Hasil inventarisasi Vang telah mendapatkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada Sekretaria Daerah.

Pasal 13

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b merupakan kegiatan analisis dan
pemetaan terhadap jenis Kompetensi yang akan
dikembangkan.

Verifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memeriukan paling sedikit:

a. Kesesuaian  jenis Kompetensi yang akan
dikembangkan;

b. kesesuaian jalur Pengembangan Kompetensi;

c. pemenuhan 20 [(dua puluh) JP Pengembangan
lompetensi pertabun;

d. ketersediaan anggaran; dan

e. rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.

Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memperhatikan:

a., dokumen perencanaarn = (lima) tahunan
Pemerintah Kota Medan,

b. Standar Kompetensi Jabatan; dan

¢. Manajemen Talenta.



11

2

(1)

2)

(3

14

9]

(1)

11
Pasal 14

Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1), Sekretaris Daerah membentuk
tim yang terdiri atas:

g Unit kerja yang memiliki tugas di bidang
perencanaan, keuangan, dan sumber daya
manusia, dan

b. unsur pimpinan.

Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah unsur pimpinan perangkat daerah.

Pasal 15

Tahapan verifikasi menghasilkan dokumen kebutuhan
dan rencana Pengembangan Kompetensi.

Kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mencakup:

8. nama dan nomor induk pegawal yang akan
dikembangkan;

Jabatan yang akan dikembangkan;

jenis Kompetensi vang perlu dikembangkan;

bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi;
penyelenggara Pengembangan Kompetensi;

jadwal atau waktu pelaksanaan;

kesesuaian Pengembangan Kompetensi dengan
standar kurikulum dari instansi pembina
kompetensi;

h. kebutuhan anggaran; dan

i. jumlah JP.

@ o an o

Dalam hal tdak terdapat standar kurikulum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf g,
Pemerintah Kota Medan dapat menyusun kurikulum
secara mandiri sesual dengan kebutuhan.

Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] dilakukan untuk Pengembangan Kompetensi
Teknis melalui jalur pelatihan.

Sekretaris Daerah menyerahkan kebutuhan dan
rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Wali Kota untuk dilakukan validasi.

Pasal 16

Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf ¢ merupakan kegiatan pengesahan kebutuhan
dan rencana Pengembangan Kompetensi Pemerintah
Kota Medan.
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2] Wali Kota melakukan validasi terhadap kebutuhan
dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diusulkan oleh Sekretaris Daerah.

(3] Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
terhadap kebutuhan dan rencana Pengembangan
Kompetensi ASN Pemerintah Kota Medan untuk
anggaran tahun berikumya.

Pasal 17

Rencana Pengembangan Kompetensi yang telah disahkan
oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) disampaikan kepada LAN pada triwulan ketiga
tahun anggaran berjalan.

BAB TII
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu .
Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi

Pasal 18

Bentuk Pengembangan Kompetensi terdiri atas:
a. pendidikan; dan/atau
b. pelatihan.

Pasal 19

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan pemberian tugas
belajar dan izin belajar pada pendidikan formal dalam
jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan |ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf b terdini atas:

a. pelatihan klasikal; dan

b. pelatihan nonklasikal.

Pasal 21

(1] Benmk Pengembangan Kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui
kegiatan vang menekankan pada proses pembelajaran
tatap muka di dalam kelas.
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(1]

(2]
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Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit
melalui jalur;

a. pelatihan struktural kepemimpinan,

bimbingan teknis;

sosialisasi; dan/atau

jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk
pelatihan klasikal lainnya.

b. pelatihan manajerial;

c. pelatihan teknis;

d. pelatihan fungsional;

e. pelatihan sosial kultural,
f. seminar/konferensi/sarasehan;
g. workshop atau lokalarya,
h. kursus;

1. Ppenataran;

i

k.

1.

Pasal 22

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui
kegiatan vang menekankan pada proses pembelajaran
praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit
melalui jalur;
coaching,
mentoring,
e-learming,
pelatihan jarak jauh;
detasering (secondmentf,
pembelajaran alam terbula (outbond},
patok banding (benchmarking);
pertukaran antara PNS dengan pegawai
swasta/badan usaha milik negara,/ badan usaha
milik daerah;
belajar mandiri (self development);
komunitas belgjar fcommunity of practices);
bimbingan di tempat kerja;
magang/praktik kerja; dan
. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk
pelatihan nonklasikal lainnya.

+

TR A0 TR

a .—'_F'.'" e

Pasal 23

Bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi beserta
konversinya tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tdak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal 24

(1] Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam
bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf a dilaksanakan untuk memenuhi
rencana strategis Pemerintah Kota Medan, kebutuhan
Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan
karier.

2} Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui mekanisme tugas belajar dan izin
belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 25

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk

pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b

dapat dilaksanakan secara:

a. mandiri oleh Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan;

b. bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki
akreditasi untuk melaksanakan pelatihan; atau

c. bersama dengan lembaga penyelenggara pelatthan
independen yvang terakreditasi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pasal 26

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah
Kota Medan mengacu pada Rencana Pengembangan
Kompetensi PNS Pemerintah Kota Medan tahunan yang
ditetapkan Wali Kota.

Pasal 27
Wali Kota melalukan pemantauan Pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Kota Medan.
BAB 1V
EVALUAS] PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 28
Evaluasi Pengembangan Kompetensi dilaksanakan untuk

menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi dengan
Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
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Pasal 29

Evaluas: Pengembangan Kompetensi Pemerintah Kota

Medan dilaksanakan melalui mekanisme penilaian

terhadap:

8. kesesuaian antara Rencana Pengembangan Kompetensi
dengan pelaksanaasn Pengembangan Kompetensi; dan

b. kemanfaatan antara pelaksanaan Pengembangan
Kompetensi terhadap peningkatan Kompetensi dan
peningkalan kinerja pegawai.

Pasal 30

(1] Ewaluasi Pengembangan Kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh Sekretaris
Daerah dan dilaporkan kepada Wali Kota.

2] Hasil Evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada LAN pada triwulan pertama tahun berikutnya.

BAB V
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMAS]

Pazasl 31

(1] Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana
dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi
Pengembangan Kompetensi Aparatur.

2] Sistem secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola
dan dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.

3] Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini harus
terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian

BAR VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, bagi
Peranghkat Daerah yang telah menyelenggarakan
Pengembangan Kompetensi harus melakukan penyesuaian
dengan Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
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Pasal 33

Peraturen Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini denigan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 30 September 2021
WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

LAKSAMANA PUTRA SIREGA
Pembina
NIP, 19750228 200604 1 015




LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENS! APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PEMERINTAH KOTA MEDAN

L

L7

BENTUK DAN JALUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bentuk dan

: Dasar Hasil yvang

No Jalur Deskripsi :

| Pengembangan Pertimbangan Diharapkan

A | Pendidikan .

1.  Pendidikan Proses belajar | a. Dipersyaratkan Pemenuhan
tinggi jenjang untule oleh Jabatan kualifikasi
diploma / meningkatkan b, Diproyeksikan
21/82/83 pengetahuan peningkatan dan

dankeahlian PNS karier/ pengetahuan
melalui mendudubi scsuai  dengan
pendidikan tinggi Jabatan yang Standar
formal sesuai lebih dnggi Kompetensi
dengan Jabatan,
ketentuan pengembangan
peraturan karier, dan
perundang persvaratan
undangan vang Jabatan atau
| mengatur I persyaratan
| mengenal tugas | untuk
belajar bagli PNS. menduduki
Jabatan  vang
S lebih tinggi.
| B | PELATIHAN

1.  Klasikal

1. | Pelatihan Program g Kessnjangan | Pemenuhan
struktural peningkatan Hompetensi kompetensi
kepemimpinan | pengetahuan, Manajerial pengelolaan

| Keterampilan, b. Dipersyaratkan pekerjaan dan
| dan aikap oleh Jabatan sumber daya
| perilaku PNS | e, Kesenjangan sesuai
| untuk memenuhi Kompetensi persvaratan
| Kompetensi Manajerial Jabatan atau
 Kepemimpinan d. Diproveksikan menduduki
- melalui proscs peningkatan jabatan vang
pembelajaran karier/ Iebih tinggi
secara intenaif. menduduli
Jabatan yang
. lebih tinggi.

2, | Pelatihan | Program a. Kesenjangan Pemenuhan

marnajerial | peningkatan Kompetensi Kompetensi
pongetahuan teknis teknis
peningkatan |  mansajerial mansajerial
pengetahuan, b. Dipersyaratkan hidang kerja
keterampilan oleh Jabatan | sesuai
dan sikap . persyaratan
perilaku PNB I Jabatan

untuk memenuhi
Kompetensi |
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teknismanajerial
bidang kerja
melalui proses
pembelajaran
secaArs intensif.
3. | Pelatihan Program a. Kesenjangan Pemenuhan
teknis peninglkatan kompetensi penguasaan
pengetahuan, teknis substantif
ketrampilan, dan | b, Dipersvaratkan bidang kerja
gikap perilaku | opleh Jabatan sCaUAL
PNE untuk c. Adanya tuntutan
, memenuhi kesenjangan kebutuhan
Kompetensi kinerja dan Jabatan dan
penguAaAsaan Kescnjangan bidang kerja
substantif Kompetensi
bidang kerja Teknis.
melalui proses
pembelajaran
L secara intensif | ]
4. | Pelatthan Program a. Kesenjangan Pemenuhan
fungsional peningkatan kompetensi pegetahuan
pengetahuan, fungsional dan/atau
ketrampilan, b. Dipersyaratkan pPenguasaan
dan sikap oleh Jabatan ketrampilan
perilaku PNS c. Diproyeksikan sesuai
untuk memenuhi pengembangan tuntutan
Kompetensi karier. kebutuhan JF
bidangrugas
vang terkait
dengan JF
melalui proses
pembelajaran
secara intensil
| 5. | Pelatthan FProgram a. Kesenjangan Pemenuhan
sosialloultural | peningkatan kompetensi kebutuhan
pengetahuan, terkait pengetahuan,
ketrampilan, dan pengetahuan keterampilan
sikap  perilaku dan/atau dan sikap
PNS untuk keterampilan dan | perilaku PNS
memenuhi sikap perilaku
Kompetensi PNS terkait
Sosial Kultural Kompetensi
mchaliii proses Sopsial Kultural
pembelajaran b. Persyaratan
. secara intensif Jabatan
| 6. | Seminar/ Pertemuan a. Kesenjangan Pengetahuan
konferensi/ ilmiah untuk kinerja dan/atau
. sarasehan meningkatkan b. Kesenfangan keterampilan
Kompetensai Eompetensi baru yang
. terkait terkait dapat
peningkatan pengetahuan menghasilkan
kinerja dan dan/atau motivasi / ide
karier Yang ketrampilan baru untuk
diberikan oleh sesual topik meningkatkan
pakar/praktiai seminar,/ Kinerja atau
untuk konferensi/ bagi
memperoleh sarasehan pengembanga
pendapat  para | ¢. Pengembangan n karier PNS
ahli mengenai karier PNS
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suaru
| permasalahan di
bidang aktual |
tertentu yang |
' relevan  dengan |
bidang tugas
atau kebutuhan
pengembangan
karier PNS. |
Fokus kegiatan
ini untuk
memperbarui
pengetahuan
terkind.
. | Workshop atau | Pertemuan ilmiah| a. Kescnjangan Pengetahuan
lokakarva untuk kinerja | dan/atau
' [ meningkatkan b. Kesenjangan keterampilan
Kompetensi Kompetensi baru yang
terkait terkait dapat
peningkatan pengetahuan/ menghasilkan
kinerja dan karier ketrampilan maotivasi/
| yang diberikan  sesuai topik | ide baru
oleh | workshop atau | untuk
pakar/prakiisi. | Ilokakarya meningkatkan
Fokus  kegiatan c. Pengembangan kinerja  atau
ini unt karier PNS bagi
meningkatkan pengembanga
pengetahuan n karier PNS
tertentu Yan
relevan den
bidang tugas atau
kebutuhan
pengembangan
karier dengan
memberikan
penugasan
kepada pcscrta
untuk
menghasilkan
produk tertentu
sclama kegiatan
berlangsung
dengan petunjulk
Praktis dalam
penyelesaian
produk
Kursus Kegiatan a. Kesenjangan Pengetahuan
pembelajaran kinerja dan /fatau
terkait suatu b. Kesenjangan keterampilan
| pengetahuanatau Kompetensi baru vang
ketrampilandalam terkait dapat
waktu vang reiatif pengetahuan menghasillcan
singkat. dan/atau motvasi/ide
ketrampilan baru untuk
¢. Pengembangan meningkatkan
karier PN3 kinerja atau
|| hﬂEi
' pengembanga

n karier PNS
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| 9. Penataran Kegiatan 'a. Kesenjangan Peningkatan
pembelajaran kinerja pengetahuan
untuk b. Pengembangan dan karakter
meningkatkan karier PNS FPNS sesuai
| pengetahuan tuntutan
dan karakter | bidangkerja
PNS dalam
bidang tertentu
dalam rangka
peninglkatan
kinerja
. organisasi '
10. | Bimbingan Kegiatan a. Kescnjangan Peningkatan
| telknia Pembelajaran kinerja pengetahuan
dalamrangka b, Kesenjangan | dan karakter
| memberikan Kompetensi PNS scauai
. bantuan untuk | Pengembangan tuntutan
| menvelesaikan karier PNS bidangkerja
persoalan
fmasalah yvang
bersifat khusus
dan teknis _
11, | Sosialisasi Kegiatan ilmiah | Kebutuhan Peningkatan
untuk organisasi/ pengetahuan
Memasyarakatka | Pengembangan pada suatu |
n scsuatu Karier PNS pengetahuan
pengetahuan pengetahuan dan/atau
dan/atau dan/atau kebijakan | kebijakan
kebijakan agar scsuai tuntutan sesuai
' menjadi lebih bidang kerja tuntutan
dikenal, bidang kerja
dipahami,
dihayati olch
PNS
I | Non-Klasikal | !
1. | Coaching Pembimbingan a. Kesenjangan Pengetahuan |
| peningkatan kinerja kecil dan/atau
kinerjamelaui karena motivasi | keterampilan |
| pembekalan kurang atau | baru yang
| kemampuan kejenuhan dapat
memecahkan b. Kebutuhan menghasilkan
permasalahan pengembangan motivasi /fide
dengan karier baru dalam
mengoptimalkan penvelesaian
potensi diri pekerjaan
atau
pencapaian
pengembanga
L. n karier
2. | Mentoring Pembimbingan a. Kesenjangan Pengetahuan
| peningkatan kinerja yang dan /atau
kinerjameialui tinggl karena keterampilan
transfer kurang bara vang
pengetahuan, keterampilan / dapat
pengalaman dan keahlian dan menghasilkan
Keterampilan pengalaman. Pengetahuan
| dari orang vang | b. Kebutuhan teknis dan
| lebih pengem rujukan
| berpengalaman karier, pengalaman
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padabidang yang baru dalam
SAMma penvelesain
pckerjaan
3. | E-learning | Pengembangan a. Kesenjangan Pemenuhan
Kompetenai PNS Kompetensi kompetensi
Vang terkait teknis sesuai
dilaksanakan pengetahuandan | tuntutan
dalam bentuk keterampilan Jabatan dan
pelatihandengan tekmnis. bidang kerja.

, mengoptimalken | b. PNS yang Pengetahuan
penggunaan bersangkutan baru yang
teknologi memiliki dapat
informasi dan kesiapan dan | menghasilkan
komunikasi kompetensi | motivasi/ide
untuk mencapai mengikuti proses i baru untuk
tujuan e- learning. meningkataka
pembelajaran c. Pengembangan n kinerja atau

| dan peningkatan Karier PNS bagl
kinerja pengembanga
| n karier

- _ . berikutnya

| 4, | Pelatithan jarak | Proses a. Kesgnjangan Pengetahuan

Jauh . pembelajaran kinerja baru yang
secara b. Keaenjangan dapat
teratruktur kompetensi menghasilkan
dengan dipandu terkait motivasi/ide
oleh pengetahuan/ | baru untuk

| penyelenggara keterampilan . | meningkatkan

' pelatihan secara | ¢ Pengembangan | keterampilan

jarak jauh karier PNS | kerja atau
Dagi
pengembanga
n karier
berikutnya _

5. | Detasering Penugasan / a. Kepemilikan Pengalaman
(secordment) Penempatan PNS Kom petensi dan
pada suatu sesuai Jabatan | peningkatan
| tempat untuk yang akan diisi kompetensi
jangka waktu | sementara menangani
tertentu b. Kebutuhan tantangan
transfer of pada unit
knowledge, kerja baru
keahlian (skill)
dan pengalaman
dari PNS ke
I lingkup unit/
organisasi baru
6. | Pembelajaran Pembelajaran Kebutuhan Pengembanga
alam terbuka melalul simulasi | organisasi dan n karakter
fout bord) yang diarahkan | pengembangan PNS
agar PNS kapesitas PNS diseauaikan
mampu; dengan nilai-
| a. Menunjukka nilai dan
n potensi tuntutan
dalam bidang kerja
membangun
scmangat
kebersamaarn
| memaknai
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yang tersedia

kebajikan
dan |
keberhasilan
bagi diri dan
. orang lain
b. memaknai
pentingnya
peran kerja
sama,
sinergi, dan
keberhasilan
I | bersama
| Patok banding | Kegiatan untuk | Diperlukan bagi ' Peningkatan
{benchmarking) mengembangkan | peningkatan pengetahuan,
Kompetensi kemampuan dalam | keterampilan
dengan cara penyelesain tugas dan sikap
' membandingkan | jabatan dalam
dan mengukur menyelesaikan
suatu kegiatan tugas
organisasi lain
| vang mempunyai
| karakteristik
sejenis
Pertukaran PNS | Kesempatan a. Kesenjangan Pemenuhan
dengan pegawail | kepada PNS kinerja kompetensi
swasta/badan | untuk b. Kesenjangan sesual
| uszha milik menduduki Kompetensi tuntutan
negara/ badan | jabatan tertentu terkait jabatan dan
usaha milik di sekior swasta pengetahuan/ bidang kerja.
daerah sesuai dengan keterampilan Pengetahuan
persvaratan dan soft | haru vang
kompetensi competency I dapat
c. Kebutuhan | melahirkan
organisasi/ motivasi/ide
pengembanga baru untuk
n karier PNS meningkatkan
keterampilan
kerja atau
bagi
pengembanga
n karier
berikutnyva
Belajar mandiri | Upaya individu Diperlukan bagi Peningkatan
fself PNS untuk peningkatan pengetahuan,
developmernt) mengembangkan | kemampuan keterampilan
kompetensinya dalam dan sikap
melalui proses penyelesaian dalam
secara mandirl tugas jabatan penyelesaian
dengan tugas
memanfaatkan
sumber
pembelajaraan
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10.

Komunifas
belajar/
COTTMLTITY
| proctices/
networking

Komunitas
belajar Adalah
suatu
perkumpulan
beberapa orang
PNS vang
memiliki tujuan
galing

| menguntungkan

untuk berbagi
pengctahuan,
keterampilan,
dan sikap
perilaku PN2S
sehingga
mendorong
terjadinya proscs
pembelajaran

Diperlukan bagi
peningkatan
kemampuan
dalam
penyelesaian

| tugas jabatan.

Peningkatan
pengetahuan,
keterampilan
dan sikap
BECATA
bersama-sama

11.

Magang/ praktik

Proses
pembelajaran

{untuk

memperaleh dan
menguasai
keterampilan

| dengan

melibatkan diri
dalam prosecs
pekerjaan tanpa
atau dengan
petunjuk orang
yang sudah
terampil dalam
pekerjaan itu
(learning by
doing). Tempat
magang adalah
unit yang
memilild tugas
dan fungsi yang

| relevan dengan

bidang tugas
PNS Praktik
Kerja/Magang

a. Emﬂt:njﬂnga.‘n
Kompetens)
terkait
Kompetensi
Tekms
memeriukan
prakiek
langsung.

b. Kesenjangan
kinerja

yang

Pengalaman
atau keahlian
bidang tertentu
hasil
pelaksanaan
pekerjaan
ditempat
praktik
kerja/magang

1. KONVERSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

A.

Konversi
Narasumber

Pengembangan Kompetensi melalui

Jalur

No

Bentuk dan Jalar

Skor

Narasumber

20
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B. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur
Pendidikan
" No, Benmuk dan Satuan | Konversi JP
o MNasional Intﬂrnaﬂ.iﬂnall Sleor
t | |
Pendidikan dnggi atu Semester 20 (dua
| 1| jenjang DIV / S1 | 5*™'" pulun) JP | 38
' Pendidikan tinggi atu Semester 20 (dual
2. jerians 92 Semester uluh) JP 20
Pendidikan tinggi | Saru Semester 20 (dua
. jenjang S3 Semester ﬁ)u.luh] P 25
C.Konversi Pengembangan Kompetensi melalui  Jalur
Pelatihan
1. Klasikal
| No | Bentukdan | Satuan Konversi JP
Jalar , :
Pengembangan Nasional Internasional Sl
Pelatihan Sesuai JP )
1. | struktural JP program - 15
kepemimpinan pelatihan ]
| Ditambahkan
! ; 20 % (dua
2 | Pelatihan L Jp g::um obi puluh persen) 10
* | Manajerial - elagﬁh st dari JP
program
q pelatihan
Pelathan teknis Ditambahkan
a. Struktural | . 20 % (dua
b. Pelaksana Sesuai  JF ,,1uh persen) 15
| 3. JP | program dari JP 22, 5|
pelatthan | Srooram
pelatihan
Ditambahlkan
Pela Sesuai JP 20 % dari JP
e mngfninm JP | program | PrOgram e
pelatihan pelatihan
Pescnan el PP
sosial Sesuai JP -0 i tE
5. | kultural JP |program |BU J?F“"T““}
a. Struktural | pelatthan | f
b. Pelaksana pelatihan
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 Seminar/ . ! |
konferensi ' i y
/sarasehan/ , Eﬂﬂmgm har satu hari 10
6.  gosialisasi Hari i setara dengan 17.5
gar 6 (enam]) JP
| b. Pelaksana | I
' Workshep/ ' ‘
lokakarya Satu hari
‘ a Strultural / JF . | setara b 10
7. | b.Pelaksana e dengan = P EFE‘ 17,5
| | dimaj Jp | 7 (tRiub)d
' |
Kursus '
a. Struktural / JF L %"%’?‘;ﬂhkm
b. Pelaksana Sesual (us 10
8. | JP Program puluh _ 17.5
kursus persen) dari :
| JP kursus
Ditambahkan |
Penataran Sesuai  JP 20 % (dua |
9, |a, Socuktural / JF| JP program puluh persen) 10
b. Pelaksana penataran | dari JP 17.5
penataran
| ]
Ditambahkan
A . Sesuai JF 40 9% [
Bimbingan tekmis program puluh _
10. | a. Struktural / JF| JP Eirriadet persen)dari 10
| b. Pelaksana | t;l-mia gan | gp 17,5
' bimbingan
i teknis
2. Non Klasikal
No Kegiatan Satuan | Konversi Jam Skor
Pelajaran J
Nasional | Internasional
Pertukaran
s 1 (satu) |1 (satu)
s e A . 10
awasta,/badan lm] ke mglﬂmk :
usaha milik . peiy § PES RN AT, 17.5
1. Kegiatan | pegawail pegawai
negera/ badan setara setara
= ““hE S ,“],m’]’k' : d 20 | de 24 |
 d engan engan
Strulktural / (dua puluh) | (dua puluh
2 JF JP empat) JP
b. Pelaksana
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Satu kali | Satu kali
kegiatan lral':g:.iﬁlﬂ;a.nJlr
Magang,/pra | magang/ magang
ktilckerj Wasiavan | praktik praktik | 10
sl Struktural /JF kerja kerja setara
| b. Pelaksansa setara dengan24 17,5
dengan JP
. 20 JP :
! 1 (satu) kali |1 {satu) kali
kegiatan lcaﬂ?[tan
. patok pato
Patok banding banding ' banding 5
3. (benchmaridng) Kegiatan @ (benchmarkin (benchmarkin
a. Struktural /JF gl setara gl setara | 8,75
b. Pelaksana dengan 10 |dengan 20
(sepuluh) JP (dua puluh)
JP
Ditambahlc
Sesuai an 20 ¥
Pelatihan jarak Jan JP (dua puluh
4 jooah JP prugramgﬂn W?m} 8
* | & Struktural /JF pelatihann dar1 JP
b. Pelaksana = program 22,5
¥ pelatihann
Y&
i = ] (satu)
kah
@1 (satu) l-:egl:ﬂ:tan
| st coaching
kﬂm setara 2
coaching dengan 4 1
Ceaching dengan 2 (empat)
5. | a. Sorukmral/JF | Kegiatan (dua) JP. JP. _
b. Pelaksana = Kb alcsinngd = Maksimal
dihitung gﬂ:amng
2 kali .
(dua) kali
dalam 1
dalam 1
bulan. ( :I
, bulan.
, w ] (satu)
l:emg;i.am | ';éﬁm“}
menrz_rmg kegiatan 5
| dengan 2 mentoring
| Mnrsering | (due) Jp, |=TEUDE |
6. | a.Sutuktural/JF | HKegiatan - Trat tinggi
b. Pelaksana : .E"Ii I IEI dihitung
| dihitung 2 & jaun
| (dua) kali ‘f?:afﬂ“m
dalam 1 Kvdan
{satu) :
I bulan.
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1 (satu)
1 (satu) kali 10
kali kegiatan
Detasering kegiatan detasering 17,5
| secondment) Detasering | ditambahk
L a. Strukrural/ JF Eegiatan setara an 20 %
b. Pelaksana dengan 20 | dari JP
(dua Program
puluh) JP |data
seringnya.
l;aline tinggi I;‘Hlins tinggi
{gatu) hari 3 | (satu) hari 4 3
E-learning (dga) JP (empat) JP
8. | a Emlkl:uralf JF JP akses akses 1,5
b. Pelaksana pembelajara | pembelajara
nsecara N Secara
dalam dalam
jaringan jaringan
: Ditambahk
_15;;““‘ ?&n 20 'ac; ' 2
Belajar ! ua pulu
| mandiri (self bﬂa}ﬂr : persen) dari 1
9.  development} JP alin L JP program
a. Struktural/JF e belajar
b. Pelaksana e mandiri
{dua) JP | (self
sehari | et
pmen)
Ditambah
kan 20 %
(dua puluh
Sesuai jam @ persen)
Komunitas belajar, dari JP
10. | belajar fcommunity JP maksimal program 2
af practices) 2 (dua) JP komunitas
sehari belajar
(commuinit
yaf

practices)
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Ditambahk
- an 20 %
Pembelajaran P embeisjara | EEToeR)
11, | alamterbuka s ekt dari JP
| foutbond)] serbulea program.
e pembelajar
fouthond) an alam
terbuka
. | | foutbond)
Catatan

a. Jalur pengembangan Kompetensi lainnya mengacu pada jalur
pﬂngmnPl:angﬂn kompetensi yang memiliki karakteristik serupa _

b. Dasar pertimbangan penentuan jalur pengembangan kompetensi
yang serupa dapat mencakup kompetensi yang dikembangkan,
tujuan program, kurikulum dan/atau jumlah JP.

WALI KOTA MEDAN,
ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

. 5.H..M.5.P

LAKSAMANA PUTRA SIREG
Pembina )

NIP. 19750228 200604 1 015




